Penerapan E-Goverment
Bisa Hemat 30% Belanja APBN

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat
Pambudy mengatakan penerapan e-govern-
lment terintegrasi berpotensi menghemat
hingga 30 persen belanja Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).
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“Dengan digitalisasi,
pemerintah dapat bekerja
lebihtepat, efisien, dantran-
sparan. Kementerian PPN/-
Bappenas berkomitmen
merencanakan strategi dig-
italisasi ini untuk kepentin-
gan nasional. Karena itu, ki-
ta perlu fondasi data yang
kuat serta strategi nasional
yang jelas agar transformasi
digital berjalan terarah,” ka-
ta Rachmat Pambudy, da-
lam rapat pleno perdana
Komite Percepatan Tran-
sformasi Digital Pemerin-
tah, dari keterangan resmi,
di Jakarta, Senin (8/9).

Komite Percepatan
Transformasi Digital bertu-
gas menyatukan arah kebi-
jakan dan implementasi
digitalisasi pemerintahan.
Fokus utama dari komite ini

meliputi pembangunan Di-
gital Public Infrastructure
(DPI) yang terdiri dari
Digital ID, Government
Cloud, Data Exchange, dan
Super-App. Komite juga
berperan dalam menjamin
keamanan serta kedaulatan
digital, meningkatkan kom-
petensi Aparatur Sipil Ne-
gara (ASN), dan mengawal
pencapaian target Indo-
nesia Digital Government
2045.

Agenda ini dinilai men-
jadi langkah awal perce-
patan transformasi digital
yang telah menjadi prioritas
pemerintah dalam Rencana
Pembangunan Jangka Pan-
jang Nasional (RPJPN)
2025-2045 maupun Ren-
cana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJ-
MN) 2025-2029.

Bappenas telah menyi-

apkan lima rekomendasi
percepatan transformasi
digital nasional. Mulai dari
pembangunan hardware
yang andal sebagai basis
transformasi, pengemban-
gan software termasuk su-
per-appslintaslayanan, lalu
penguatan brainware me-
lalui peningkatan kapasitas
sumber daya manusia.
Selanjutnya adalah pe-
ngamanan dengan sistem
pertahanan siber dari pusat
hingga desa, serta keman-
dirian digital agar kapasitas
merata di seluruh wilayah
Indonesia. Sebagai negara
besar, kataRachmat, pemer-
intah harus memastikan ke-
mandirian digital dibangun
dari pusat hingga daerah.
Transformasi digital diang-
gap bukan hanya soal tek-
nologi, tetapi juga tentang
kedaulatan dan pemerata-
an pembangunan.
Dalamkesempatan lain,
Bappenas telah menan-
datangani Nota Kesepaha-
man tentang Kerja Sama
dalam Pengembangan Ke-
bijakan dan Ekosistem Pe-
ngelolaan Ekonomi Ber-
ketinggian Rendah untuk
Mendukung Transformasi

Digital di Indonesia dengan
CT Group dari Vietnam pa-
da Rabu (20/8).

Kepala Bappenas me-
nyampaikan bahwa kerja
sama ini menjadi bagian
dari upaya strategis mewu-
judkan Visi Indonesia Emas
2045 dengan memanfaat-
kan kekuatan teknologi,
memperkuat basis industri,
kapabilitas talenta digital,
dan berinvestasi padatalen-
ta digital generasi men-
datang.

Kolaborasiantarakedua
belah pihak tersebut men-
cakup perencanaan strate-
gis, kebijakan visioner dan
pengembangan ekosistem
digital, pengembangan kap-
asitas sumber dayamanusia
melalui kolaborasi dengan
universitas-universitas di
Indonesia, riset dan inovasi,
termasuk pembentukan
pusat inovasi digital antara
kedua negara.

Kemudian juga pe-
ngembangan teknologi pe-
sawat udara nirawak yang
diharapkan dapat diaplika-
sikan untuk kebutuhan mo-
bilitas dan logistik, pertan-
ian, pariwisata, industri,dan
kesehatan.ebari/ant
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